BAB 11 ,
STDY TECRITIS TENTANG HUKUNAN PENJARA

A. Pengertian dan tujuan hukuman penjara

Menurut bahasa hukuman adalah siksa dan sebagoi-
nya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang

undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh

h&kimol

Pengertian secara bahasa tersebut di aﬁas, men-
cakup segala hukuman baik yang berupa hukuman terhadap
pclanggaran aturan hukum, hukuman orang tua terhadap
anaknyea, juga hukuman yang dijatuhkan olch guru terha-
dap anck didiknya.

Sedangkan pengertian hukwnan menurut istilah il-
ma hukum, ahli hukum mendefinisikon sebagai berikut :
1. Re Susilo mengatakan, hukuman ctau pidana - adalah

suatu tindzkzn tidok enck (sengsara) yang dijatuh -
kan cleh hokim denzan ponis pada orang yang melong-

2
gar undang-undang hukum nidano.

lWJS. Poorwadarminta, Xamus Umum Bahasa Indonesia,

Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hale 36k.

R. Susilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum

dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1974, hal. 52.
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R M.H, Tirtaamidjaya, hukumn itu adalah suatu pen=-
deritaan yang dikenakan hakim kepada terhukum karena

melanggar suatu norma pidana.3

Dari definisi tcrsebut di atas, dapat diperoleh pe

ngertian-pengertian sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman itu berbontuk siksa atau derita atau

2.

3.

nestapa baik yang berbentuk mental, fisik,maupun har-

tae

Siksa fisik seperti dipenjara, hukuman mati.
Siksa mental seperti dipenjara, pengumuman putusan ha
kim dikurung.

Bahwa hukuman dijatuhkan berdasar putusan hakim dalam
persidangan, torhadap mereka yang melanggar undang-
undang hukum pidana atau KUHP. Sehingga apabila yang
dilanggar tersebut bukan undang-undang hukum pidana

Maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman.

Pengertian pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang
yang dijatuhi hukuman, bisa berupa tindak kejahatan,
yaitu pelanggaran terhadap pasal 104 sampal dengan
pasal 488 KUHP. Atau berupa melakukan pelanggaran,
yaitu melanggar aturzn pasal 4,89 sampai dengan pasal
569 KUHP.

3MR.M.H. Tirtoamidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana,

Fasco.



Adapun hukuman dapat dibagi atas :
a. Hukuman pokok, yang berupa :

1) Hukuman mati

2) Hukuman penjara

3) Hukuman kurungan

) Hukumon denda.
b. Hukuman tambahan, berupa @

1) Pencabutan beberapa hak tertentu

2) Perampasan barang tertentu

3) Pengumuman keputusan hakim.h

Hukuman penjara adalah merupakan hukuman yang di-

tetapkan oleh hokim kepada terhukum dengan menghilangkan
kemardekaannya ditengah-tengah ma syarakat,pelaksanaannya
dengan jalan diasingkan dari masyarakat ke dalam pemasya

5

rakatane.
rulcuman perceobutan kebebasan ini ada untuk semen=-
tara dan ada untuk seumur hidupe
Hukumarn penjara sementara yaltu sekurang~-kurangnya

satu hari don selama-lamanya lima belas tahun, pasal 12~
KUHP.

hR. Susilo, KUHP Serta Komentar-Komontarnyg leng=
kan pasal deml pasal, Politeia, Bogor, 1983, hal. 37.

5Ptoyok Penerangan Bimbingan Da'wah Agama Islam-
Pusat, Risalah Da'wah Terhadap Narapidana, 1978, hal.l3.

6RA. Koesnoen, SH, Pemberantasan Kejahatan di Ing-
gris Don Indonesig, Sumur Bandung, 1966, hal. 15.
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Lamanya hukuman sementara sekali-kali tidak boleh 1lebih
dari duépuluh tahun, hukuman penjara boleh dijatuhkan -
duapuluh tahun berturut-turut dalam hal ke jahatan yang
menurut hokim sendiri boleh dihukum matli, seumur  hidup
dan penjara sementara.’

Dari uraizn tentang hukuman penjara di atas dapat
diperoleh pengertian sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman penjaea aaalah merupakan hukuman yang
dijatuhkan atau ditetapkan oleh hakim kepada terhukum.

2, Hukuman penjara berupa hukuman fisik dan menta.

3. Hukuman penjara peclaksanaannya ditempatkan dalam leme
baga pemasyarakatan atau Kumah Tahanan Negara dengan-
diawasi oleh petugas lembaga.

L. Hukuman penjara sedikitnya satu hari satu malam, se-
loma-lamanya lebih dari dua puluh tahun.

Adapun tujuan diadekannya hukuman penjara adalah
tidak terlopas dari diadaikannya hukuman secara umnum nau-
pun tujuan diadakannya hukusan secaru khusus.

Tujuan umum diadakannya hukuman atau sanksi  dalam
hukum pidana yang dijatuhkannya kepada yang dinyatakan -
bersalah telah melanggar suatu aturan, undang-undang ada

lah sama dengan tujuan diadakannya hukum itu sendiri.

7
Ro SuSilo, 0 uCit, hulo 380
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Adapun tujuan hukum menurut pendapat :
l. Prof. Ahmad Sanusi SH,:

a. dMenurut tecori etis; tujuan hukum adalah mencipta-
kan keadilan yang maoksimal di dalam tata tortib ma
syarakat. Teori ini sudah tercatat sejak zaman Aris

Toteles. Yang terkenal dengan "Ethica  Nicomachea
dan Rhetorica'.

b. Menurut teori ULtiliti : tujuan hukum dari toori
ini adalah tercapainya sebesar-besarnya manfaat
kountungan (kebahagiaon bagi masyarskat). Penganut
teori ini adalah J. Bentham, Austin dan JS. idll.
Mereka mengatakan The Greatest Happines for  the
groat number.

2. ltescoepgound, mongataukan tﬁjuan daripada hukum adalah
wntuk menjaga ketentraman di dalam suatu masyarakat -
tertentu, untuk menjage ketentraman dan kedamalan atau
perdamaiun dotom keadaan bagaimana saja, dan dipeli -
hara dengan mengorbankan apa sajae
Hukum juga bertugas memcnuhi kchendak masyarakat yang
menginginkan keamanan yang tujuannya demi ketertiban-

9

umam.

8Prof.Ahmad Sanuzl, Sil, Pongantar Ilmu Hukum Dan
Pengantar tata hukum Indonosia, Tarslito, Bandung, 1977,
hal. 20 = Z1.

9Rescoepouud, Fouguntar filsafat hukum, terjemahan
Drs. Muhammad Rajab, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1982
hal. 35.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan

daripada hukum adalah untuk mnciptakan suatu masyarakat
yang damai tenteram dan sejahtera, terpenuhi segala  hak
dan kewajiban dalam masyarﬁkat, terlindungi kopentingan -
kepentingannya, mewujudkan keselarasan hidup dan kolesta-
riannya. Untuk memenuhi tujuan tersebut hukum siap mengor
bankan apa saja, seperti menjatuhkan hukumn, memberikan
siksa dan derita bagi yang ternyata melakukan pelanggaran
terhadap hukum yang ditetapkan.,
Oleh karena itu hukuman ini sifatnya untuk kepentingan
vmm yaltu masyarakat, moko hegaraluh yung borhak dan ber
wenang untuk menjatuhkan hukumun atau sanksi bagl pelang-
garnya, karena negaralah yang berkewajiban mompertahankan
tuta tertib masyarakat atou ketertiban negara.

Secara umum bghwa tujuan khusus dijatuhkannya hukum
an adalah digolongkan dalum tiga teori, yang teori tarse-.
but berbeda antara satu dengun lainnya,

l. Teori absolut atau pembalasan (Vergeldings theorie).
2. Teori Relatif atau teori tujuan (Doel theori).

. .y Ll
3. Toorl gaoburzan (Vercnezugs theori).

lOSuJono. D. SH, Hukum Dalam Perkombungan Hukum Pi-
dana, Tarsito, Bandung, 1974.

M. susilo, Opecit, hal. 57.
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Ketiga toori tersebut, secara rinei diuraikan sebagai ber
ikut :

l. Teori Absolut atau teori pembalasan (Vergeldings toor@

2.

3.

menurut teori "absolut" ini setiap kejadian harus di-
ikuti dengan pidana tidak boleh tidak, tanpa tawar mee
hawar, seorang mendapat pidana oleh karena telah mela-
kukan kejahatan tidak dilihat akibat-akibat apapun
yang mungkin timbul akibat di jatuhkan pidana. Dengan
demikian masyarckat mungkin akan dirugikan,hanya dili-
hat kemasa laapzu tidale dilihat koemasa depan.‘

Teori relatif atau teori tujucn (Doel tecori).

senurat teori ind suatu ke jahotan tidak mutlak harus
diikuti dengun suatn pidana, untuk ini tidaklah cukup
ddanye 2uatu kejahaten, melainkan harus dipersoalkan e
perlu dan tidoknya menfaatnya suatu pidana bagl masya-
rakat senfliri, tidakloh saja dilihat ke masa lampau

aelainken juga peda nasa depun.lz-

Teori gabungon (Vercnegge theori),

Teori gabungan atau Verenegengs theori maksud daripada
teori ini adalah bahwa penjatuhan hukuman selain ber-
tujuan sebagail pembalasan, juga mungandung moksud lain
seperti ponceganail, mnempercakutkan, memperbaiki  tidak

poleh diabuikan.ts

lzwiryono Projodikoro, Prof. DR.SH, Asas-Asas Hukum

Pidana Di Indonesia, Y. Krasco, Bandung, 1979, hal.22-23

13R. Susilo, Pokok-rokok Fidanu, Opscit, hal. 13.
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Teori gabungan ini merupakan penggabungan anta-
ra teorl absolut dengan teori relatif, tecori ini di-
samping mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukume
an, juga mengandung maksud prevensi dan memperbaiki -
penjahat.
Bertolak dari tujuan hukum sebagaimana tersebut
di atas, maka tujuan diadakannya hukuman penjara ada-
lah di samping memborikan hukuman sebagai balasan
atas perbuatannya (penjahat), juga momberikan koseme
patan kepada terhukum untuk memperbaiki perbuatannya-
dengan tujuan agar bisa menjadi masyarakat yang sadar
dan berguna di dalam masyarakat. Sebagaimam yang di-
hurapkan oleh Suharjo SH. dalam oidato pemerimaan ge-
lar Homoris Causa dalam ilm Hukum dari Univorsitas
Indonesia sebagai berilkut :

"Di samping menimbulkan rasa derita poda nara pidana
karena hilangnya kemerdekaan, membimbing terpidana
agar bertaubat, mendidik supaya ia monjadi scorang
anggauta masyarakat sosialis Indonesia yang berguna®.

Selanjutnya dikatakan bahwa dengan perkataan lain tu-

juan pidana-pidana penjara adalah pemasyarakatan.lh

Sejarah ringkas hukuman penjara dan pertumbuhan per-
aturannya

Fungsi hukuman sebagai salah satu alat untuk
menghadapi kejahatan, melalui rentetan sejarah yang

l‘*Sudart,o, SH, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni

Bandung, 1981, hal. 73.
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panjang mengal ami Perubahan-perubahan dan perkembangan-
perkembangan dari satu cara yang borsifat pombalasan

terhadap orang-orang yang melakukan ke jahatan, berubah
menjadi alat untuk molindungi individu dari gangguan in

dividu lainnya, berubah dan berkembang kearah fungsi
hukuman (khususnya hukuman penjara) sebagal wadah pom-
-binaan narapidana scbagal bekal untuk kembali kodalam
masyarakat.

Kehyataan tersebut sesuai dengan uraian Mr.WA.Bo-
nger dalam bukunyc Pengantar Tentang Krimirologi :

"Hukumon tidak keluar dari satu atau beberapa orang,
tetapi dari satu kelompok dan suatu kolektifitet yang
berbuat dengan sadar dan menurut porhitungan akal,walau
pun yang dimaksud tidak lain daripada memenuhi rasa den
dam.

¥emang hukuwman berusal dori pembalasan dondam yang se~
lamu belum ada hukum, merupakan alat untuk menjaga ke
amanan masyarakat, biarpun belum sempurna dan banyak ke
rugiannya. Dalam masyarakat yang masih sederhana per-
adabannya, pembalasan dendam menjadi kewajiban ke susila
an. Masyarakat mengombil tindakan torhadap anggauta-ang
Zautanya yang berbahaya dan yang terpenting ialah "men-
didik" mereka agar dapat berguna lagi bazi msyarakatl5

Penjara merupakan suatu penomuan baru dalam temw
pat para terpidana dikumpulkan, yaitu baru pada 300 ta-
hun terahir ini.16

lsBonger, Prof.Mr.Wa., Pengantar tentang Krimino-

logi, Ghalia Indomesia, 1977, hal. 24-25.

164, Hamzah DR.SH, Siti Rahayu SH, Suatu Tinjaugn
Ringkas Sistim Pemidaraan di Indonesia, Akademika Pes-
sindo, Jakarta, 1983, hal. 55.
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Pada zaman sebelum adanya pengaruh asing, penduduk
Indonesia mempunyai hukum sendiri yang borsifat melayu

‘Polinisia, dan pandangan animistis-fotiistis menjadi da-
sarnya.

Susunarn pidananya borupa :
a. Pembalasan wiaun, ialgh pembalasdn keluarga terhadap ke
luarga marga terhadap marga.
b. Pembalasen khusus, ialah pembalasan oleh orang yang di
rugikan terhadap yang merugikan,
¢. Peubayaran uang damai (semulin, yang dibayar oleh yang
merugikan ataou desa, marga atau keluargoa dari orang
yang merugikon kepada crang yang dirugikan, atau ke-
rada desanya, marga atuu koluarganya.l7
Pencabutan kemerdekaan sebagai pidana penjara perta
ma berdiri di Inggris, pada tabun 1553 Kasti- atau putri
Brindewel di London digunakan olch Edvard VI sebagai teme
pat berteduh bagzi pengemis, gelandangan dan anok torlan -
tar, kemdian di tempat-tempat lain didirikan "bridewell®
yang mer:jadi bentuk dari rumagh-rumah penjara (Hause of Co
rection) rumgh~-rumah ini semula dimaksudkan untuk menanam
kerja keras dan disiplin‘kepdda pemalas, tornyata mnjadi
tempat untuk menyiksa para pengemis dan gelandangan,
Pada tehun 1596 di Amsterdam (Belonda) didirikan ru
mah Penortib (Tuchthuis) yang disebut "Hasphuis" yang di-

Y1bic, hal. 62
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Peruntukkan bagi terpidang laki-loki dan kemudian "Spin-

huisn untuk terpidan& wanita, Maksudnya ialah agar dalam
rumah-rumah ity merekg mombiasakan diri untuk bekerja

pProduktif, dan dengan Perbaikan rqggq 80sialnyg dapat kem
bali kedalam masyarakat.l8 '

Di Indonesia bertama kali dibangun "Buei™ nada ta-

un 1éue, diairikag; qi Batavig,19
ang merupakan tempat orang-orang mnjalankan pidang hi-
ing kemordekaan, Pada zaman kompeni. Pyq, Masa itu ada
‘g2 macam bentuk rumah tahanan ;

Buei tempatnyq dibatas pemerintahan kota,

Katugkwartier, erupakan tempt buat Orang-orang pe-

tani,

'Vromentuchthuis, adalah tempat menampung Prang-orang

Ferempuan bangsa belandg yarz karens Delanggay kesusi
laan (Ovorspey), 20

18 :
Sudartuo, Prog, 3y, Op.cit, hal. 90-91,

19Bambang Pornomo, DR.SH, Polaks: an Pidana Pen.

Dengan sistim Pemaszgrgkatan, Liberty Jogja, 1980,
v 127,

*p.hauzan dr. Sipy fahoyu oH, Opieit, hal,77-78,
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Rumah buei atau rumah tahanan) dan markas perantai-

an selain untuk manyckap penjahat biasa, juga dapat di-

kaitkan dengan tempat mengalami pidana bagi pejuang dalam

poristiwa-poristiwa perang Dipqnegoro, perang Tengku Umar
perang Sisingamangaraja.21

Dari uraian sejarah di atas, bahwa pada permulaan -
dibangunnya Buei belum ada peraturan~peraturan yang mong-
adtur tentang kepenjaraan. Karena pemonjaraan masih dipan-
dang sebogai hukuman yang paling ringan, cdaripada hukuman
lainnya atau hukuman hadan, adarun hukumin-hukumn yang
berlaku bagi orang-orang pribumi vada zaman kompeni adae.
lah

1. Pidana mati

2. Pidara kerja paksa dengan dibelonggu rantai atau dika-
lungkan lehernya dengan besi, selama waktu lima tahun,
sampal 20 tahumn.

3. Pidana kerja pokea densan dibelonggu rantai atau dika-
lungkan lohernya dengain besi, selawn 5 tahun sampai 15
taehun. ‘

Lo Fidana kerje paksa dengen dibelenggu rantai atau dika-
lungkan lehernya dengon besi, selama 5 tahun sampai 10
tahun,

5. Pidana korja paksa, selama paling tinggil 5 tgchun.

6. Pidana dipekerjakan pada pekerjuan ueum, solama paling
tinggl 3 bulan.

2lBambong Pornomo, Lk.oH, Up.cit, hal. 128.
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7. Pidana penjara selama paling tinggi 8 hari,
8. Pidana denda.%?

Pada tahun 1856. Prokol Jendral My, Aj. Swart, me-
nulis suatu berita tontang keadaan rumah-rumih penjara ,
bahwa 3
- Ketertiban, makan, pakalan, terponjara golonzan Eropa

baik.
- Orang-orang kerja golongan Indonesia baik, kesechatan
solongan indoncsia cukuw,

Namun kcadaan rusoh-rumah penjara yang dibaritakan
torsebut di atas, disangkal oloh Prokol Jendral iy AW,
heppord, ia acngatakan bohwa koadaan penjara dan Katuge
kwartier pada umumnya tidak mencukupi dalam segala-gola-
nya, kurang ruangan, pererangan udara kurang serasi, Dan
Rappard menyecsalkan penjara golongun Eropa, tidak dibori
pekerjaan mereka hidun bermalasg-,alas dalam panjara.

Hasil doari pada pertentunzan ‘duc tokoh (Prokol Jan
dral #re Aj. Swart, dan Pokrol Jendral Mr, AW.Rappard éda
lah lahirnya peraturan untuk Fenjara-penjara di Hindia
selanda, yang dimuat dalam STBL 1871 No. 78, poraturan
ini dirancanz oloh departemen Justisi, yang baru didiri-
kar pzda tahun 1870. Peraturan torsebut memerintahkan su
paya dipisahkan ancara :

1. Golengon Indonesia dengun golongan Eropa.,

2. Percmpuan dengan laki-laxi.

“Ipid, hal. 127.
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3+ Terpidana berat dengan torpidana 1ain-la1nnya.23

Pembangunan sarana pendukung pidana penjara berupa
rumah buei dan markas perantaian Bonteng Williem I di
Ambarawa tahur 1825. Ui rumah-rumah Sumatra Timur tahun
1887, di Medun tahu: 1890, di Surabaya tahun 1893.

Walaupun sudah ada peratwran yang mngatur kepene
Jaraan, bukan berarti terpidany atau narapidana  orang-
orang Indonesia atau orang=-orang pribumi sudah tidak men
dapatkan perlckuan yang kejom dari ponguasa atau belanda
hal ini dapat 4ilihat dari adanya bangunar "buei besi"di
husakambangan yang dipakai pada tahun 1929, Pulan HNusa -
kymbangan lobih terkenal dengan atau sebazai pulau pem-
buangan, tercatat di dalam sejarah kepenjaraan monjadi
lambang keburukan dan keganasan pelaksanaan hukuman pen-
Jara pada masa itu. 2k

Berdasarkan pasal 1l aturan peralihan UUD.'45.Maka
ketontuan hukuman penjara masih ditetapkan berdasarkan
atau menggunakan Reglement 1917-708. Oleh karena itu ke-
adaan Kepenjaraan belumlah banyok amcmperoleh kesempatan
untuk memperbaiki dan weruban sistim kepenjaraan pening-
galan pohjajah atau belanda.

Kewenangan urusan kepenjaraan tertinggi semula di
pegang Gubernur Jendral dan Direktur Justisi beralih ke-

pada mantri Kehakiman, dan urusan sehari-hari di pegang
olch kopala jawatan ke peinjaraan pusat, sedangkuan urusan

di daerah di tunjuk dircktur ke penjaraan.

234 ,Hamzah DR. Siti Rahayu SH, Op.cit,hal.78,79,80
2bgambang Pornomo, DR.SH, Op.cit, hal. 128.
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Perubahan-perubahan yang menonjol dibidang pembina-
an narapidana pada masa itu adalah dihapuskannya hukuman
disiplin'yang dilakukan dengan cambuk rotan. Dan percoba-
an perawatan .narapidana uniuk bergaul dengan masyarakat
umum atau bekerja dikantor atau perusahnan, yang demikian
adalah menurut surat cdaran kepala Jjawatan Kepenjaraan
pusat No. J.H. 8.2/19/2 tunggal 19-11-1953, 25

Perubahan kepenjaraan dimulai dengan adanya ide da-
ri LR.Saharjo Si. yang disampaikan pada pidato penerimaan
gelar Doktor Honoris Causa darl uUniversitas Indonesia.
Bahwa ti.ak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulae-
nginya perbuatun jahat oleh terpidana, melainkon  juga
orang-orang yang menurut Saharjo tolah tersesat, tidak di
ayomi dengan simbul pohon beringin saja, tetapi akan di-
berikan bekal hidup, sehingga akan menjadi hamba yang ber
faedah di masyarakat Indonosia.26

Ide tersebut merupakon jalan perlakﬁan terhadap na-
rapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan  dard
pada hukuman penjara.

Ide atau konsep dari Saharjo tersebut,sidempurnokan
olch keputusan konperensi dinas para pimpinan kcpenjaraan{
Pada tanggal 27 April 1964, yang diperolch ketetapan ten-
tang hari lahit pemasyarakatan Kepublik Indonesia adalah
tanggal 27 April 1964, hari Senin dan bersamaan itu dite-
tupkan Plagam Pemasyarakatan indonesia. Frinsip - prinsip

251bid, hal. 137 - 138
26Sudjono D. DR.SH, Sejarah dan Asas-Asas penologi,
Armico Bandung, 1984, hal. 221 - 222,
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dalam piagam remasyarakatan tersebut adalah .

1.

Urang yang tersesat harus diayomi dengan momberikan -

- guna dalem masyarakat.

3.

h.

5

9.

Penjatuhan pPidana adalah bukan tindakan balasan den-
dam dari negara.

loinkan dengan bimbingan,
Negara tidak berhak mnmbuat Seseorang narapidana e
bil buruk atau lebih jahat daripada Sabelum ia msyk

lembags.
Selama kehilangan kemordekaan bergerak, tarapidana ha
rus dikenalkan kepada Tasyarakat dan tidak boleh di-

asingkan dari masyarakat,

Pekerjaan yang diberikan kepada narepidana tidak bo-
loh bersifat mwngisi waktu atag hoarya dipe runtukkan -
bagi kepentingan lembuga atan legara saja, Pelorjaan
yang diberikan harus ditujukan kepada Fembangunan nej¢f‘

Zara.

Tiap orang adalah nanusia dan harus diperlakukan seba
gai manusia'meskipun telah ﬁorsesat, tidak bolech di-
tujukarn kepada Narapidona bahwa ia ity penjahat,

Rarapidana itu hanya dijatuhi pidana'hilang kemerdeka

Clie
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10. Sarana pisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan
salah satu hambatan pelaksananan sistim pemasyaraka~
tan.27

Sejak diporkenalkannyd sistim pemasyarakatan, se-

bagai pengganti dari sistim kepenjaraan, bersamaan de-
ngan itu nama penjara diubah mnjadi lembaga pemasyara-
katan.
Digantinya sistim kepenjaraan kepada sistim pemasyaraka
tan dengan alasan bohwa sistim ltopenjaraan dianggap su-
dah tidak sesuai lagi dengzcn dan kondisi sekarang, ter=-
utama sekali karens sistim kepenjaraan tidak menganut -
falsafah Pancasila,?8

Berdasar surat keputusan ¥enteri Kehakiman RI No.
MO5.PRO7.10 tahun 1984, faka lembaga pemasyarakatan kee
¢il yang torletak atau berada di daerah hamanya dirubah
menjadi Rumgh Tahanan Negara (Rutan). Yang mempunyai tu
gas jrokok melaksanakan sebagian tugas Pokok Dircktorat
Jendral di bidang perawatan tahanan di dalam rtan, ber-
dasar kobijaksanaan teknis oleh direktur Jendral ,2?

C. Felaksanaon hukumn penjara

Pelaksanaan pidana penjara mnurut keputusan ke
pala Direktorat Pemasyarakatan, No. KP/0/3/7 tanggal 8-
Pebruari 1965. Pemasyarakatan adalah suatu proses, pro-
ses8 therapl dimana si narcpidana pada waktu mosuk Leme

273 ambang Pornomo, Upscit, hul. 142
)
2&Harian Kompas, 5 Maret 1988, hal. IV,

9Dopartomon Kehakiman RI, Majalah Pemasyarakatan

No. 5 tahun 1985, hal. 3L.
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baga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak hurmonis
dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang
negatip dengan masyarakat.

Oleh karena itu narapidani lalu mnjalani pembinaan yang
tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam maéyarakat yang
bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapida
na aengan masyarakat sekelilingnya morupakan suatu ke-
utuhan dan keserasian, kcharmonisan hidup dan penghidu=

pan, tersembuhkan dari segi-segl yang morugikan atau

negatip.BO —

Orang yang dipidana harus menjalani pidananya .di-
belakang tembok penjara, ia diasingkan dari masyarakat
ramai terpisah dari kehidupan yang biasa.

Penjara sendiri berasal dari kata "Penjara"supaya
- orang itu jera tidak berbuat melanggar hukum lagi. Pem-
vinaan dilakukan dibelukang tecwbok penjara itu.3d

Pelaksanaan pidana penjaera menurut konsep pasal 1
RUU Pokok Femasyarakatan adalah sebagai berikut :

Adalah .proses pombinaan narapidana bordasar asas panca-
gila dan memandang narapidana sebagal mokhluk Tuhan,
individu dan anggauta masyarakat sekaligus, yang usaha
pembinaannya diselenggurcakan secara dinawlz progresip -
sesual dengan kemajuan naruapidana dan tanpa melcpaskan-
hubungannya denzan masyarakate3?

Ae. Hamzah bi. Siti Rahayuw, SH, Op.ecit, hal. 116
3l1pid, hal. 29.
zBambang rornomo Dieuk, Opeclt, hal. 9.
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Dari uraian di atas, jolas bahwa pelaksanaan pi-
dana penjara dalam konsep tersebut adalah :
Untuk memberikan hukuman dan balas dendam, dari mosya-
rakat yang dirugikan kepada orang yang telah melakukan
pelanggaran hukum (secara tidak langsung). Namun  di-
samping itu terdapat suatu tindakan yang bertujuan un-
tuk membina dan memperbaiki serta mengembalikan nara-
pidana ketengah-tengah masyarakot sebagaimana semula,
sebelum melakukan pelanggaran hukum.

Pembinaan narapidana dalam sistim pomasyarakatan

Narapidana adaloah seorang yang kehilangan kemere-
dekaan bergerak karena adanya keputusan hakim atas per
buatainya yang melanggar hukum, namun sebagai warga
negara ia masih mempunyail hak-hak asasi sebagnimana -
warga yang lainnya.

'Narapidana sebagul individu, sebagai pribadi se-
pertli pribudi-pribadi manusia lainnya, mempunyail doro-
ngan-dorongzan seperti mempertahankan diri dengan harga
diri, dorongan untuk mengembangkan bakat, dan lain se-
boegainya. Untuk mongembangkan beborapa dorongan terse-
but diperlukan adanya pembinaan, berupa pemberian pe-
korjaan-pekorjaan yang sesuai dengan bakat yang sudah
dimiliki sebelum masuk lembaga pemasyarakatan.

Pekerjaan narapidana diperlukan di dalam perusa-
haan iembaga Pemasyarakaton adalah penting artinya da-

lam melaksanakan pembinaan narapidana, menurut sistim
pomasyarakatan.33

33pepartemon Kohukiman, Op.eit, No.5 th.1978,hal.dl
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Ketentucn pemberian pekerjaan kepada narapidana,tersebut

dalam pasal 24 KUHP, "Orang hukuman penjara dan orang

hukuman kurungan boleh diwajibkan bekerja, baik di dalam

maupun di luar tembok penjara tempat orang di hukum",
Pekerjaan dalam tembok penjara misalnya,pemintalan

menenun, menjahit, bikin sepatu, menganyam, pandai besi,

percetakan bikin perabot rumah tangga, dan sebagainya.

Pokerjaan di luar tembok penjara misalnya, pemintalan,

menonun, menjahit, pekerjaan umum yang besar-besar, me-

ngerjokan perkebunan dan perusahaan karet di Nusakambang

an dan sebagainya.

Pasal 25 KUHP.

Kerja di luar tembok penjara demikian tidak diperintah -

kan kepada :

1. Orang hukuman seumur hidup

2. Perempuan.

3. Orang hukuman yang menurut pemeriksaan daftar  nyata
tidak kuat badannya untuk pekerjaan itu.Bh

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi  inti
dari kegiatan sistim pemasyarakatan, merupakan suatu sa-
rana perlokuan cara baru terhadap narapidana. Untuk men-
dukung pola upaya berupa pelaksanaan pidana penjara agar
mencapail keberhasilan peranan negara, dalam hal mengelu-
arkan narapidana untuk kembali menjadi anggauta masyara-
kat.

3hR. Susilo, KUHP. Op.cit, hal. 49-50.
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Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan
seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun,agar
bangkit menjadi orang yang baik, mempunyai harga diri
serta menjadl manusia yang bérpribadi hukum dan bermo -
ral tinggi. Dalam hal ini yang perlu dibina adalah pri-
badi dan budi pekerti narapidana.35

Dalam rumusan penjelasan pasal 2 RUU ketentuan po
kok pemasyarakatan, yaitu membina narapidana yang meme
punyai kesanggupan dan kemampuan untuk hidup bermdayara
kat, dengan sikap perbuatan yang selain menghormati hu=-
kum sadar akan tanggung jawab, Jjuga turut serta dalam
membangun masyarakat yang adil dan mokmur berdasar asas

36

pancasila.

3SBambang Pornomo, Op.cit, hal. 186-187.

36budjono D. DR.SH, Op.cit, hal. 261,



